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BAB I
PENDAHULUAN


BAB I 
PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Organisasi
D
alam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketenteraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya.  Disamping itu, masyarakat menjadi lebih kritis dan makin sadar akan haknya untuk memperoleh pelayanan publik yang layak dari pemerintah.
Reformasi telah melahirkan sejumlah perbaikan dalam kehidupan demokrasi, transparansi, dan kemajuan, tetapi pada saat yang sama reformasi juga melahirkan imbas munculnya berbagai perilaku masyarakat dan perubahan sosial yang terkadang bersinggungan dengan persoalan ketertiban dan keamanan umum.  Oleh sebab itu maka dibentuk perangkat pemerintah yang diberi tugas dan kewenangan menangani hal tersebut diantaranya yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).  Sebagai lembaga birokrasi, Satpol PP harus bersikap profesional, konsisten, adil, dan tidak melukai rasa keadilan publik.
Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan lancar dan masyarakat dapat melakukan aktifitasnya dengan aman.  Urusan yang diselenggarakan Satpol PP merupakan urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.  Disamping itu, anggota Satpol PP yang mengemban tugas sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) juga diberikan kewenangan melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) sesuai peraturan perundang-undangan.  Dasar pembentukan dan tupoksi Satpol PP telah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. 
		Peran organisasi untuk memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat, serta menegakkan Perda dan Perkada, sudah sewajarnya jika Satpol PP Kabupaten Blitar sebagai salah satu komponen penegak bangsa yang sangat penting.  Tetapi, meski demikian masih ada sejumlah permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi saat ini.  
Dasar pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar adalah Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar.  Dalam Perda dimaksud diuraikan mengenai tugas-tugas pemerintahan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat.
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi
Dalam operasional pelaksanaan tugas, Satpol PP Kabupaten Blitar berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Dan Perlindungan Masyarakat.
Selanjutnya, dalam rangka mempermudah perencanaan, pengukuran dan peningkatan kinerja serta sebagai upaya akuntabilitas kinerja satuan, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar telah menyusun dan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaiman ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar Nomor : 331.1 / 020  /409.120.1/SK/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2016 – 2021 Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar.TUGAS
SATPOL PP

SATPOL PP


Menegakkan Perda, Peraturan Kepala Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi sebagai:
a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau Aparatur lainnya;
f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah; dan
g. Pelaksanaan tugas lainnya meliputi :
1) Mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan  dan penyebarluasan produk hukum daerah;
2) Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
3) Pelaksanaan pengamanan dan penertiban asset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4) Membantu pengamanan dan ketertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
5) Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
6) Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sedangkan wewenang Satpol PP berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2011 adalah :
a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas dan penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah.
1.3 Struktur dan Sumber Daya Organisasi
Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Uraian Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.  
Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) Sub Bagian, 4 (empat) Bidang yang masing-masing terdiri dari 3 (tiga) Seksi dan 1 (satu) unit pelaksana serta kelompok jabatan fungsional dengan rincian sebagai berikut :
a. Kepala Satuan;
b. Sekretariat, membawahi :
0. Sub Bagian Penyusunan Program;
0. Sub Bagian Keuangan;
0. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
c. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, membawahi :
1. Seksi Dokumentasi Hukum dan Penyuluhan 
1. Seksi Penyidikan dan Penyelidikan;
1. Seksi Petugas Tindak Internal dan PPNS
d. Bidang  Ketentraman dan Ketertiban Umum, membawahi :
1. Seksi Operasi ;
2. Seksi Pengamanan dan Pengawalan
3. Seksi Pengendalian.
e. Bidang Sumber Daya Aparatur, membawahi :
1. Seksi Pelatihan;
1. Seksi Pembinaan  dan Pengembangan Profesi ;
1. Seksi Sarana dan Prasarana.
f. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi : 
1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
1. Seksi Bina dan Kerjasama Potensi Masyrakat
1. Seksi Penanggulangan dan Investigasi Kebakaran
g. Unit Pelaksana Teknis Satpol PP.
h. Kelompok Jabatan Fungsional 
Selanjutnya untuk lebih jelas, bagan struktur organisasi dapat dilihat pada     Gambar 1.
Dalam menjalankan organisasi, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar didukung oleh pegawai sebanyak 91 orang (per 31 Desember 2022), dengan klasifikasi berdasarkan status, golongan, eselonering dan pendidikan sebagai berikut :

Tabel 1.1
Kondisi Kepegawaian Satpol PP Kabupaten Blitar Berdasarkan Status dan Golongan
	No.
	Golongan 
	Jumlah
	%

	1.
	Golongan IV
	7
	7,53

	2.
	Golongan III
	28
	30,11

	3.
	Golongan II
	24
	27,95

	4.
	Golongan I
	2
	2,15

	5.
	THL
	29
	31,86

	JUMLAH
	91
	100




[image: ]
Gambar 1.1
Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar


Tabel 1.2
Kondisi Kepegawaian Satpol PP (ASN) Kabupaten Blitar Berdasarkan Eselon
	No.
	Jabatan
	Eselon II
	Eselon III
	Eselon IV
	Staf
	Jumlah

	1.
	Kepala Satuan
	1
	-
	-
	-
	1

	2.
	Sekretariat
	
	1
	3
	6
	10

	3.
	Bidang Gakda
	
	1
	3
	4
	8

	4.
	Bidang Tribum
	
	1
	3
	28
	32

	5.
	Bidang Linmas
	
	-
	2
	2
	4

	6.
	Bidang SDA
	
	1
	2
	2
	5

	7.
	UPT Damkar
	
	-
	1
	1
	2

	JUMLAH
	1
	4
	14
	43
	62




Tabel 1.3
Kondisi Kepegawaian Satpol PP (ASN) Kabupaten Blitar Berdasarkan Tingkat Pendidikan
	No
	Jabatan
	S2
	S1
	D3
	SMA
	SMP
	SD
	Jumlah

	1.
	Kepala Satuan
	
	1
	
	
	
	
	1

	2.
	Sekretariat
	2
	4
	1
	4
	
	
	11

	3.
	Bidang Gakda
	1
	4
	-
	3
	
	
	8

	4.
	Bidang Tribum
	1
	8
	-
	9
	1
	2
	21

	5.
	Bidang Linmas
	-
	4
	2
	4
	
	
	10

	6.
	Bidang SDA
	3
	2
	3
	1
	
	
	10

	7.
	UPT Damkar
	-
		1
	-
	1
	
	
	2

	J U M L A H
	7
	24
	6
	22
	1
	2
	62

	Prosentase (%)
	
	
	
	
	
	
	



Tabel 1.4
Kondisi Kepegawaian Satpol PP (ASN) Kabupaten Blitar Berdasarkan Usia
	No
	Usia
	Jumlah
	Prosentase
(%)

	1.
	< 25 th
	-
	-

	2.
	25 - 30 th
	-
	-

	3.
	31 – 40 th
	17
	26,98

	4.
	41 – 50 th
	27
	43,54

	5.
	51 – 55 th
	12
	19,35

	6.
	> 56 th
	6
	9,52

	J U M L A H
	62
	100



Gambar 1.2
Perkembangan Jumlah Pegawai (ASN) Tahun 2021 – 2026

Untuk menjawab tantangan, tugas dan dinamika sosial yang semakin berkembang seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk tiap tahun, maka kondisi jumlah personil yang ada masih tidak sebanding sehingga diperlukan penambahan.
1.4 Permasalahan Umum dan Isu-Isu Strategis
Satpol PP Kabupaten Blitar merupakan garda terdepan dalam hal pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) agar dilaksanakan serta dipatuhi oleh masyarakat, badan hukum maupun aparatur itu sendiri.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa ketenraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus diselenggarakan dan menjadi tugas Kepala Daerah.  Oleh sebab itu, Satpol PP sebagai kepanjangan tangan Kepala Daerah memiliki peran strategis untuk membantu penyelenggaraan tugas tersebut.
Situasi tentram, tertib, dan aman yang merupakan tugas Satpol PP menjadi modal dasar menjalankan roda pemerintahan maupun roda perekonomian.  Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah berkewajiban mendukung penguatan kelembagaan dan penganggaran guna menunjang pelaksanaan cipta kondisi yang kondusif dan berjalan secara optimal.
Kondisi menunjukkan bahwa perubahan-perubahan yang terjadi di pemerintahan (reformasi birokrasi) dan di masyarakat berlangsung secara berkesinambungan serta berdampak terhadap proses pembangunan di Kabupaten Blitar.  Pemerintah daerah dihadapkan dengan berbagai permasalahan dan tuntutan masyarakat menyangkut ketentraman dan ketertiban di wilayah kabupaten, diantaranya :
2. Bidang penegakan perundang-undangan
· penertiban reklame, PKL, bangunan liar, dan asset;
· peredaran minuman beralkohol, penambangan pasir liar;
· penegakan disiplin PNS dan lain-lain.
2. Bidang operasional ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
· penanganan PMKS (gepeng, anak jalanan, orang gila) dan PSK;
· perencanaan kondisi trantibum di tempat obyek wisata;
· penanganan gangguan ketentraman masyarakat di daerah perbatasan antar kabupaten.
2. Bidang perlindungan masyarakat
· penanganan bencana;
· pembentukan desa tanggap bencana atau desa tangguh.
Dari permasalahan-permasalahan penegakan Perda atau Perkada,  penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat masih ditemukan isu-isu startegis (strategic issues) yang akan ditangani atau menjadi tantangan Satpol PP Kabupaten Blitar, diantaranya :
0. Masih sering terjadi pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
0. Sikap sebagian masyarakat yang rentan provokasi untuk mencari jalan pintas dalam menyelesaiakan persoalan melalui aksi massa dan/atau anarkis;
0. Masih adanya gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
0. Masih adanya kriminalitas dan gangguan ketertiban dalam masyarakat;
0. Masih kurangnya peran serta masyarakat dalam meningkatkan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum;
0. Kurangnya koordinasi Satpol PP dengan OPD terkait, maupun aparat penegak hukum lainnya;
0. Kurangnya sarana prasarana guna mendukung kinerja aparat Satpol PP;
0. Kurangnya jumlah personil Satpol PP;
0. Meningkatkan kualitas anggota Satpol PP;
0. Masih kurangnya anggota Linmas dan yang telah mendapat pengetahuan serat ketrampilan kelinmasan.

1.5 Dasar Hukum
Penyusunan  LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar Tahun 2021 bedasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan korupsi;
9. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 07 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 09 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021;
16. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat;
17. Peraturan Bupati Blitar Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 25 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar.
18. Peraturan Bupati Blitar Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Uraian Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.

1.6 Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya LKjIP Satpol PP Kabupaten Blitar Tahun 2021 sebagai unsur pelaksana penegakan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat adalah sebagai bentuk kewajiban setiap instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya secara transparan dan akuntabel melalui media laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Tujuan penyusunan LKjIP Satpol PP Tahun 2021 adalah :
1. Mempertanggungjawabkan kinerja Satpol PP Kabupaten Blitar kepada Bupati Blitar dan pihak yang berkepentingan (stakeholder), dalam rangka mendukung dan mewujudkan visi misi Kabupaten Blitar serta mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government).
2. Sebagai sarana umpan balik dalam penyempurnaan kebijakan dan peningkatan kinerja secara berkesinambungan sehingga Satpol PP Kabupaten Blitar dapat berperan dan berfungsi secara maksimal sebagai bagian dari perangkat daerah dalam pelaksana penegakan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

1.7 Sistematika Penulisan
Pada dasarnya LKjIP bertujuan untuk membandingkan capaian kinerja (performance result) dalam tahun 2021 dengan rencana kinerja (performance plan) sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan suatu organisasi.
Sistematika penyusunan LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar  Tahun 2021 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diilustrasikan dalam bagan berikut :


Gambar 1.3  
Sistematika Penyusunan LKjIP
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BAB II
PERENCANAAN KINERJA


BAB II
PERENCANAAN KINERJA

P
erencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana
kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah
ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi
pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.  Dalam rencana kinerja
ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator
kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.  Penyusunan
rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan
kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk
mencapainya dalam tahun tertentu.

2.1 	Rencana Strategis
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar dijiwai semangat dan komitmen melakukan misi strategis dalam membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintah dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.
Guna mewujudkan hal tersebut di atas, diperlukan adanya rencana kinerja  yang memuat Visi dan Misi instansi pemerintah sebagai panduan/acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.  Rencana kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar untuk jangka menengah telah dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2021 – 2026.  Melalui pendekatan perencanaan stratejik yang jelas dan bersinergi, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan senantiasa memperhatikan potensi yang dimiliki, peluang dan kendala yang mungkin akan dihadapi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja pada waktu tertentu.  
Visi Bupati terpilih periode 2021-2026 adalah :
“TERWUJUDNYA KABUPATEN BLITAR YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN  AKHLAK MULIA, BALDATUN TOYYIBATUN, WAROBBUN GHOFUR ”
Sedangkan misi yang lebih sesuai dengan program dan kegiatan di Satpol PP adalah misi Kesatu & Keempat, misi Kesatu , “Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Blitar berlandaskan iman dan tagwa dengan kearifan local sosial budaya ”. dan misi yang Keempat “ Percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pengembangan potensi ekonomi”.
Selanjutnya, sebagai jawaban atas VISI dan MISI tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar telah menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut :
“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BLITAR YANG TENTRAM DAN TERTIB”
Guna mewujudkan Misi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar menetapkan Misi untuk 5 (lima) tahun sebagai berikut :
1. Meningkatkan tata kelola organisasi yang baik;
2. Meningkatkan penegakan Perda, ketertiban umum danketentraman masyarakat;
3. Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
Visi dan Misi organisasi selanjutnya dijabarkan dan dituangkan dalam tujuan organisasi (strategic goals) yang lebih terarah serta sasaran strategis berdasarkan analisa lingkungan internal dan eksternal, yang merupakan kondisi khusus yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar.  Dalam pencapaian tujuan dan sasaran tersebut dibuat rumusan strategi berupa kebijakan dan program yang ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis, kemudian dijabarkan ke dalam Perencanaan Kinerja yang merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan.  
Keselarasan dan keterkaitan dalam penentuan sasaran, program, dan kegiatan beserta indikator kinerjanya sangat menentukan pencapaian tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strateginya.  Tujuan yang akan dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar adalah :
1. Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat; dan
2. Meningkatkan perlindungan masyarakat.
Sedangkan sasaran strategis merupakan suatu yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dengan berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.  Sesuai petunjuk Teknis  berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,  Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar menetapkan Perjanjian Kerja Tahun 2022. 

Tabel 2.1
Matrik Hubungan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja.
	No.
	Tujuan
	Sasaran
	Indikator Kinerja Utama

	1
	2
	3
	4

	1.
	Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum  masyarakat
	Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat
	Prosentase Perda dan Perkada yang ditegakkan

	
	
	
	Prosentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan 

	
	
	
	Rasio Petugas Linmas Desa/Kel

	
	
	Terwujudnya pengamanan tingkat tanggap kejadian masyarakat
	Prosentase Tanggap Kejadian – Kejadian Masyarakat



Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis di atas, perencanaan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar Tahun 2022 yang mengacu kepada Rencana Strategis 2021 – 2022 telah dijabarkan dalam 3 (empat) Program, 11 (sebelas belas) Kegiatan dan 26 ( dua puluh enam ) Sub Kegiatan  sebagai berikut :
1. PROGRAM  PENUNJANG  URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat  Daerah
1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 
1.2.2 Penyediaan Adminitrasi Pelaksanaan Tugas ASN
1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1.2.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 
         Semesteran SKPD
 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.4.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.4.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.4.3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.4.4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan  Konsultasi SKPD
1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.5.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.5.2 Penyediaan Jasa Pelayanan  Umum Kantor
1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 
      Daerah
1.6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak 
  Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
2.1 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 
(satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.1.1 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui 
         Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan   
    	         Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
2.1.2 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 
   Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan 
   Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
      2.1.3 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta 
   Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
     2.1.4 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan 
 	  Ketertiban Umum
     2.1.5 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan 
  Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang 
  Bernuansa Hak Asasi Manusia
     
2.2 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
2.2.1 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali 
    Kota
2.2.2 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah 
  dan Peraturan Bupati/Wali Kota
2.2.3 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan 
         Bupati/Wali Kota
2.3 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
2.3.1 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
3.PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN 	KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
3.1 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
3.1.1 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
3.1.2 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah 
    Kabupaten/Kota
3.1.3 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
3.1.3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan 		    Kebakaran dan alat Pelindung Diri.
3.2  Investigasi Kejadian Kebakaran
3.2.1 Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian 
          Penyebab Kejadian Kebakaran

Langkah-langkah yang akan dilaksanakan Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Blitar dalam mengimplementasikan Rencana Strategik
sebagai upaya peningkatan akuntabilitas kinerja tersebut :
1. Membuat Rencana Kerja (Renja) setiap tahun anggaan, yaitu mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2026;
2. Membuat usulan kegiatan tahun anggaran sebagai bahan pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Blitar;
3. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA);
4. Melaksanakan penyempurnaan draf RKA menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) setelah ditetapkannya APBD Kabupaten Blitar.

Keberhasilan implementasi Rencana Strategik Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Blitar Tahun 2021 – 2026 diperlukan adanya kesepakatan,
kesepahaman dan komitmen bersama antara jajaran Satuan Polisi Pamong Praja dengan seluruh Stakeholders di Kabupaten Blitar.

2.2 Perjanjian Kinerja
Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen
pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja
yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan
mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.  Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnnya dan disertai dengan indikator kinerja.
Melalui Perjanjian Kinerja yang telah disepakati tersebut diharapkan
akan terwujud komitmen atas pencapaian target kinerja secara terukur sebagaimana yang telah ditetapkan antara penerima amanah dalam hal ini adalah Kepala Perangkat Daerah dan Pemberi amanah yaitu Bupati Blitar yang
berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia.
Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan
Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja aparatur.  Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dengan menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar Tahun 2022 merupakan target kinerja dari Rencana Strategis 2021 – 2026 yang memuat sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan anggaran.  
Tabel 2.2.
Perjanjian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar

	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja (outcome)/ Kegiatan (output)
	Target

	
	
	Satuan
	Jumlah

	1
	2
	3
	4

	1. Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat
	Outcome

	
	1.1.1
	Prosentase Pelanggaran Perda / Perkada yang ditegakkan
	%
	95

	
	Output

	
	1.1.
	Jumlah penindakan pelanggaran perda
	Kasus
	129

	
	Outcome

	
	1.2.1.
	Prosentase penyelesaian K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)
	%
	95

	
	Output

	
	1.2.
	Jumlah penyelesaian konflik/sengketa di masyarakat
	Kasus
	89

	2. Terwujudnya pengamanan tingkat tanggap kejadian masyarakat
	Outcome

	
	2.1.1.
	Prosentasse tingkat waktu tanggap kejadian-kejadian
	%
	100

	
	Output

	
	2.1
	Waktu tanggap kejadian kebakaran 

	Menit
	30



	
NO.
	PROGRAM
	ANGGARAN
(Rp)
	KET.

	1
	2
	3
	4

	1. 
	PROGRAM  PENUNJANG  URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	Rp 7.302.549.005,-
	APBD

	2. 
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	Rp 3.453.155.720,-
	APBD ;     DBH CHT

	3. 
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
		Rp 902.234.459,-	
	APBD
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A
kuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban
suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP). Instrumen
pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi
dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh
dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan,
visi dan misi organisasi. 

3.1 	Capaian Kinerja Organisasi
Dalam pengukuran kinerja suatu sasaran atau kegiatan perlu ditetapkan indikator yang mengindikasikan tingkat keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan tersebut.  Indikator kegiatan yang digunakan meliputi masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit), dan dampak (impact).  Secara umum indikator dan target kinerja ditetapkan secara mandiri, dengan mempertimbangkan data kinerja yang tersedia.  Tahun 2020 merupakan tahun kelima (terakhir) dalam periode Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar 2021 – 2026.
Pengukuran Capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar dilakukan dengan menggunakan indikator sasaran kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kegiatan.  Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.  Data kinerja lazimnya dapat diperoleh melalui 2 (dua) sumber, yaitu (1) data internal, berasal dari sistem informasi yang diterapkan pada instansi, dan (2) data eksternal, berasal dari luar instansi baik data primer maupun data sekunder.  

Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi identifikasi atas realisasi IKU dibandingkan dengan target yang ditetapkan.  Analisis lebih mendalam dilakukan terutama terhadap capaian target yang masih kurang untuk mengenali faktor penyebabnya dan digunakan sebagai bahan penetapan strategi peningkatan kinerja di Tahun 2022 dan/atau tahun-tahun selanjutnya (performance improvement).
Setelah diperoleh Capaian Kinerja, maka selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisis untuk memperoleh umpan balik guna mendorong peningkatan kinerja di masa mendatang.  Evaluasi kinerja dilakukan secara mandiri yang hasilnya disajikan dalam Laporan Kinerja.  Akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar dapat dijelaskan melalui 3 (tiga) hal pokok yaitu (1) hasil pengukuran kinerja, (2) evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, serta (3) akuntabilitas keuangan.  
3.1.1	Capaian Kinerja Tahun 2022
	Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja, tingkat pencapaian kinerja sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar Tahun 2022 sebagai berikut :
Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2022
	No.
	Sasaran
	Capaian
(%)

	1
	3
	4

	1.
	Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat
	95

	2.
	Terwujudnya pengamanan tingkat tanggap kejadian masyarakat
	100



Dari data pada tabel di atas, dapat kita evaluasi dan analisis data tersebut :
a. Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat di kabupaten Blitar dengan capaian kinerja 95 %;
b. Terwujudnya pengamanan tingkat tanggap kejadian masyarakat (kebakaran) dengan capaian kinerja 100 %.


Tabel 3.2
Capaian Kinerja Per Indikator Sasaran Tahun 2022
	No.
	Sasaran
	Indikator Kinerja
	Kejadian
	Ditangani
	Capaian
(%)
	Kriteria

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat
	Persentase penegakan Perda/Perkada
	89 kasus
	85 kasus
	95
	Baik

	
	
	Persentase  penyelesaian K3 (ketertiban, ketentraman, dan keindahan)
	149  kali
	142  kali
	95
	Baik

	2.
	Terwujudnya pengamanan tingkat tanggap kejadian masyarakat
	Persentase  tanggap kejadian kebakaran
	45  kejadian
	45 kejadian
	100
	Baik



Dari tabel di atas dapat diketahui secara umum bahwa capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar tahun 2022 adalah BAIK. 

3.1.2	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022
	Guna mengetahui perbandingan (peningkatan/penurunan) capaian kinerja organisasi, maka dapat dilihat dari tingkat capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya.
	Bahwa capaian kinerja tahun 2022 menunjukkan adanya peningkatan kinerja dibandingkan tahun 2021, terutama pada sasaran Pertama sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.3.  Hal ini dipengaruhi oleh adanya pandemic corona (COVID-19) yang masih berlangsung sampai sampai saat ini.


Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022
Terhadap Target Renstra 2021 – 2022
	No.
	Sasaran
	Indikator Kinerja
	Capaian
(%)
	Kriteria

	
	
	
	2021
	2022
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat
	Persentase penegakan Perda/Perkada
	95
	95
	Baik

	
	
	Persentase K3 (ketertiban, ketentraman, dan keindahan)
	95 
	95 
	Baik

	2.
	Terwujudnya pengamanan tingkat tanggap kejadian masyarakat
	Persentase tanggap  kejadian kebakaran
	100
	100
	Baik



	




3.2 	Evaluasi Dan Analisis Kinerja
	Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja dilakukan dalam rangka untuk
mengetahui sejauh mana keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar, kendala atau hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaannya dan langkah antisipatif serta strategi apa saja yang diambil atau dilakukan untuk mengatasi segala kendala/hambatan tersebut.
	Berikut adalah hasil evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran berikut keberhasilan dan kegagalannya melalui kegiatan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kabupaten Blitar selama tahun 2022.
a. Sasaran Pertama : Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.
	No.
	Sasaran
	Indikator Kinerja
	Kejadian
	Ditangani
	Capaian
(%)
	Kriteria

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat
	Persentase penegakan Perda/Perkada
	89 kasus
	85 kasus
	95
	Baik

	
	
	Persentase penyelesaian K3 (ketertiban, ketentraman, dan keindahan)
	149  kali
	142  kali
	95
	Baik



1) Persentase   Penegakan  Perda/Perkada
Berdasarkan tabel di atas, kejadian pelanggran Perda/Perkada selama tahun 2022 sebanyak 89 kasus dan yang ditangani sebanyak 85 kasus.  Dari jumlah tersebut, maka capaian  angka penegakan perda yang terselesaikan  sebesar 95 %.  Jumlah kejadian selama tahun 2022 juga dipengaruhi pandemik Corona (COVID-19) yang masih berlangsung.  Pihak Satpol PP Kabupaten Blitar bersama instansi terkait (gabungan) sering turun ke lapangan melakukan sosialisasi, pembinaan (non yustisi), dan tindakan yustisi dalam melakukan penertiban masyarakat melaksanakan protokol kesehatan.  Rekapitulasi penegakan Perda tahun 2022  sebagaimana terlampir.


2) Persentase penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan)
Satpol PP Kabupaten Blitar menyelesaikan gangguan K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan) yang diterima dari informasi/pengaduan masyarakat dan kegiatan anggota (patroli, operasi gabungan, inspeksi, dan lain-lain). Rekapitulasi penyelesaian K3 tahun 2022 sebagaimana terlampir.
	Capaian kinerja tahun 2022 tersebut menunjukkan keberhasilan Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya.  Menurut hasil analisis, hal-hal yang menyebabkan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian sasaran, diataranya :
a) Kebehasilan
· Intensitas pelanggaran Perda dan K3 masih dapat ditangani petugas;
· Kerjasama dengan organisasi/instansi terkait berjalan lancar.
b) Kegagalan/permasalahan
· Jumlah anggota Pol PP dan PPNS masih kurang;
· Sarana prasarana operasional masih kurang
· Masih ada anggota Satpol PP belum memiliki kemampuan teknis, antara lain : pengawalan dan pengamanan VVIP, penanganan unjuk rasa, dan lain-lain;
· Belum tersusunnya secara baik sebuah mekanisme operasional
penertiban/penindakan yang terkoordinasi dan terintegrasi antar instansi
terkait (parsial), baik yang menyangkut perencanaan program dan
pelaksanaannya belum terwujud dalam satu kesatuan sistem;
· Kurangnya kesadaran masyarakat melaksanakan protokol kesehatan.
· Belum optimalnya sekretariat bersama PPNS yang ada di Satpol PP Kabupaten Blitar.
c) Upaya pemecahan masalah
· Menambah jumlah anggota anggota Pol PP dan PPNS;
· Meningkatkan sarana prasarana operasional;
· Meningkatkan kemampuan teknis (profesionalisme) anggota Pol PP;
· Meningkatkan koordinasi antara penegak hukum;
· Sosialisasi kepada masyarakat tentang penegakan/pelaksanaan Perda, Perkada, dan protokol kesehatan.
· Dukungan sumberdaya yang cukup guna memperluas hubungan antara kemajuan masyarakat dan ekonomi (shared value).

b. Sasaran Kedua : Terwujudnya pengamanan tingkat tanggap kejadian masyarakat
	No.
	Sasaran
	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	Capaian
(%)
	Kriteria

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.
	Terwujudnya pengamanan tingkat tanggap kejadian masyarakat
	Persentase tanggap  kejadian kebakaran
	45  kejadian
	45  kejadian
	100
	Baik



1) Persentase tanggap kejadian kebakaran
	Sedangkan untuk sasaran Kedua yaitu dalam pengamanan kejadian masyarakat bahwa dari 45 kejadian yang berhasil ditangani petugas (anggota DAMKAR),  diantaranya adalah kejadian kebakaran dengan daftar sebagaimana terlampir.   Waktu tanggap kejadian kebakaran selama 15 menit (sampai ke lokasi) sudah dapat dilaksanakan oleh petugas DAMKAR.  Dapat disimpulkan capaian kinerja telah menunjukkan hasil yang BAIK (100 %).  
Guna mencapai sasaran Kedua tersebut, Satpol PP Kabupaten Blitar mencanangkan melalui Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.  Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran tersebut diantaranya :
a) Keberhasilan
· Akses ke lokasi kejadian cukup lancar;
· Dukungan dan kerjasama masyarakat dalam pemadaman kebakaran.
b) Kegagalan/permasalahan
· Sarana prasarana masih terbatas;
· Kapasitas atau kemampuan teknis anggota Damkar masih kurang.
c) Upaya pemecahan masalah
· Meningkatkan sarana dan prasarana Damkar
· Melaksanakan pelatihan teknis bagi anggota Damkar;
· Sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya dan pencegahan kebakaran.
3.3 	Realisasi Anggaran
3.3.1 	Anggaran dan Realisasi Belanja
	Pada tahun 2022  Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 11.657.939.184,- yang terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp 6.293.324.000,-, dan
b. Belanja Langsung (BL) Rp 5.216.595.184,-
BTL dipergunakan untuk belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai dengan realisasi  100%. Sedangkan BL direalisasikan melalui pelaksanaan anggaran belanja Program/Kegiatan sebesar Rp 5.216.595.184 ,- (91,03 %).  Rincian dari masing-masing anggaran dan realisasinya sebagaimana pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 
Realisasi Anggaran Tahun 2022
	No.
	PROGRAM/ KEGIATAN/ 
SUB KEGIATAN
	Anggaran (Rp)
	Realisasi
	(%)

	PROGRAM  PENUNJANG  URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	
	
	

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	8.990.000
	8.987.250
	99,97

	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	8.990.000
	8.987.250
	99,97

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	6.447.344.000
	6.140.319.148
	95,33

	
	Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	6.441.344.000
	6.134.319.148
	95,23

	
	Penyediaan Administrasi  
Pelaksanaan Tugas ASN
	0
	0
	0

	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	3.000.000
	3.000.000
	100

	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD
	3.000.000
	3.000.000
	100




	No.
	PROGRAM/ KEGIATAN/ 
SUB KEGIATAN
	Anggaran (Rp)
	Realisasi
	(%)

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	
	
	

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	251.031.655
	249.084.000
	99,22

	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
	251.031.655
	249.084.000
	99,22

	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	270.943.350
	265.416.825
	97,96

	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	44.984.600
	44.434.338
	98,78

	
	Penyediaan Bahan Logistik  Kantor
	27.000.000
	26.845.000
	99,43

	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	21.948.750
	21.928.400
	99,91

	
	Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	177.010.000
	172.209.087
	97,29

	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	168.830.000
	156.100.634
	92,46

	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	28.280.000
	25.000.634
	88,40

	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	140.550.000
	131.100.000
	93,28

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	155.410.000
	152.584.650
	98,18

	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	155.410.000
	152.584.650
	98,18

	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	
	
	

	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	3.453.155.720
	3.142.367.082
	90,99

	
	Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan
	514.735.000
	508.991.000
	98,88
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	No.
	PROGRAM/ KEGIATAN/ 
SUB KEGIATAN
	Anggaran (Rp)
	Realisasi
	(%)

	
	Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
	50.910.000
	46.450.000
	91,24

	
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
	925.187.500
	831.400.562
	89,86

	
	Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
	88.028.495
	79.094.500
	89,85

	
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
	86.946.350
	86.577.215
	99,58

	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
	1.779.127.625
(DAU;DBH CHT)
	1.582.486.055
(DAU;DBH CHT)
	88,95%

	
	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
	1.110.917.000
	1.041.311.155
	93,73

	
	Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
	125.435.500
	91.113.000
	72,64

	
	Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
	542.775.125
	450.061.900
	82,92

	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
	8.220.750
	7.367.750
	89,62

	
	Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
	8.220.750
	7.367.750
	89,62

	
	
	
	
	



	No.
	PROGRAM/ KEGIATAN/ 
SUB KEGIATAN
	Anggaran (Rp)
	Realisasi
	(%)

	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
	902.234.459
	883.609.500
	97,93

	
	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
	888.634.459
	872.134.500
	98,14

	
	Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
	581.713.318
	579.700.000
	99,65

	
	Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
	34.450.000
	34.400.000
	99,85

	
	Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
	36.782.200
	36.700.000
	99,78

	
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
	235.688.941
	221.334.500
	93,91

	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
	902.234.459
	883.609.500
	97,93

	
	Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran
	13.600.000
	11.475.000
	84,38

	
	Sub Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran
	13.600.000
	11.475.000
	84,38

	
	TOTAL
	11.657.939.184
	10.998.469.089
	94,34




3.3.2 	Realisasi Kinerja dan Anggaran
	Realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Blitar pada Tahun Anggaran 2022 yang digunakan untuk mewujudkan
kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kerja dapat kita lihat pada Tabel. 3.5 sebagai berikut :
Tabel 3.5
Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022
	No.
	Sasaran/Program
	Indikator
Sasaran
	Kinerja (%)
	Keuangan

	
	
	
	Target
	Realisasi
	Capaian
	Pagu
(Rp)
	Realisasi
(Rp)
	Capaian % 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	8
	9
	10

	1.
	Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat
	
	
	
	
	
	
	

	
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	
	
	
	
	
	
	

	
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
	Persentase penegakan Perda/Perkada
	95
	95
	95
	1.779.127.625
(DAU;DBH CHT)
	1.582.486.055
(DAU;DBH CHT)
	88.95

	
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Persentase penyelesaian K3 (ketertiban, ketentraman, dan keindahan)
	95
	95
	95
	1.665.807.345
	1.552.513.277
	93,20

	2.
	Terwujudnya pengamanan tingkat tanggap kejadian masyarakat
	
	
	
	
	
	
	

	
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun, Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Darurat non Kebakaran)

	22 kec
	22 kec
	22 kec
	888.634.459
	872.134.500
	98,14



3.3.3 	Efisiensi Penggunaan Anggaran
	Untuk melihat tingkat efisiensi penggunaan anggaran yang digunakan dalam mencapai sasaran, dapat dilihat pada Tabel 3.6. 

Tabel 3.6
Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2022
	No.
	Sasaran
	Indikator Kinerja
	Capaian Kinerja
(%)
	Penyerapan Anggaran
(%)
	Tingkat Efisiensi
(%)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat
	Persentase penegakan Perda/Perkada
	95
	88,95
	       6,05                                       

	
	
	Penyelesaian K3 (ketertiban, ketentraman, dan keindahan)
	95
	93,20
	1,8

	2.
	Terwujudnya pengamanan tingkat tanggap kejadian masyarakat
	Persentase tanggap  kejadian kebakaran
	100
	98,14
	1,86



	Efisiensi penggunaan anggaran berdasarkan data di atas, untuk capaian kinerja 95 % indikator penurunan angka pelanggaran Perda/Perkada sebesar       6,05 %.  Capaian kinerja 95 % untuk indikator penyelesaian K3 (ketertiban, ketentraman, dan keindahan) dengan tingkat efisiensi sebesar 1,8 %.  Sedangkan capain kinerja 100 % untuk indikator tanggap kejadian kebakaran dengan tingkat efisiensi 1,86 %.
	Kemungkinan faktor pemicu dari efisiensi itu adalah pengelolaan substansi kegiatan secara proposional yang disesuaikan dengan sumberdaya (SDM, anggaran), namun tidak mengurangi terhadap pencapaian outcomes kegiatan dan program sehingga terdapat efisiensi.











BAB IV
P E N U T U P


BAB IV
PENUTUP

L
aporan Kinerja yang tersusun ini (LKjIP) merupakan media
pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik.  Laporan Kinerja merupakan media yang dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dimasa-masa mendatang.
4.1. 	Kesimpulan	
Laporan Kinerja (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar Tahun 2022 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan pada tahun anggaran 2022 dan perkembangan dari tahun­tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan tujuan dan sasaran organisasi. 
	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar dengan segala
kapasitas potensi sumber daya yang dimiliki dan perkembangan kompleksitas
permasalahan masyarakat berupaya untuk memberikan situasi yang aman,
tentram dan kondusif dengan mewujudkan peningkatan profesionalisme dan
performance Polisi Pamong Praja. Intervensi pemerintah dalam meminimalkan
permasalahan kurang mendapat perhatian dari masyarakat sehingga akan
menimbulkan konflik gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelanggaran aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah.  Hal tersebut memaksa aparat pemerintah dalam menekan konflik untuk bekerja lebih intensif dalam pengawasan, pembinaan, penegakan dan pengaturan secara legal atas undang-undang/Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang telah ditetapkan.
	Secara umum capaian sasaran strategis (Indikator Kinerja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar tahun 2022 menunjukkan hasil yang BAIK, meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang diharapkan.  Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi akan terus dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah daerah.  Hal ini harus dilakukan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil,berbasis kinerja dan bertujuan melayani serta memberdayakan masyarakat. 
	Disamping dikemukakan gambaran kinerja, dalam Laporan Kinerja (LKjIP) juga dilaporkan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan masing-masing sasaran serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan.  Analisis capian kinerja dikaitkan dengan isu prioritas yang perlu mendapat perhatian lebih untuk saat ini dan tahun-tahun berikutnya terkait dengan tantangan, masalah dan beban pekerjaan yang ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah :	
a. 	Kualitas SDM anggota Pol PP, PPNS Satpol PP dan Linmas yang belum
optimal;
b. 	Kurang optimalnya koordinasi dengan dinas terkait dalam upaya penegakan Perda;
c.	Jumlah Perda dan kasus pelanggaran Perda yang semakin banyak;
d.	Resiko dan ancaman terhadap keselamatan anggota Satpol PP;
e.	Kurangnya dukungan lembaga sosial–politik lokal dalam upaya
pemeliharaan ketertiban dan ketentraman;
f. 	Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik yang semakin meningkat;
g. 	Kontrol sosial yang semakin longgar, solidaritas yang semakin memudar, gaya
hidup yang makin permisif, peredaran narkoba, minuman keras dan ancaman tindak kejahatan yang makin meresahkan publik;
h. 	Situasi dan kondisi sosial – politik yang rentan memicu konflik horisontal
dan konflik antar kelas di masyarakat.
4.2. 	Saran	
Guna mengatasi kendala/permasalahan di atas, maka dalam peningkatan kinerja dan profesionalisme anggota Satpol PP Kabupaten Blitar dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut :
a) anggota Satpol PP akan dibekali pelatihan teknis dan non teknis guna mewujudkan SDM aparatur yang handal, professional, dan menguasai teknologi informasi;
b) alokasi anggaran, sarana dan prasarana yang memadai;  
c) adanya kesepakatan atau MoU antar instansi terkait untuk penanganan bersama masalah ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan penegakan Perda sehingga terbentuk koordinasi tata kerja yang harmonis/sinergis.
	Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan berkaitan dengan
Laporan Kinerja (LKjIP) dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar tahun
2022 semoga dapat dijadikan pedoman dalam rangka menyongsong Program
Kegiatan tahun berikutnya serta mendapatkan dukungan, atas kerjasama dan
perhatiannya disampaikan terima kasih.

	Blitar,       Pebruari   2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BLITAR







RUSTIN TRI SETYO BUDI, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660211 199803 1 001





[bookmark: _GoBack]LAMPIRAN - LAMPIRAN




Jumlah ASN	2021	2022	63	62	% Penegakan Perda	Tahun 2021	Tahun 2022	95	95	% K3	Tahun 2021	Tahun 2022	95	95	% Tanggap Kejadian Masyarakat	Tahun 2021	Tahun 2022	100	100	LKjIP Tahun 2022 			 vii

image2.png




image3.png




image1.png
v-oDZL-ERlF

Home  Insert

Page Layout

References  Mailings  Review  View Foxit Reader PDF Format

.| STRUKTUR Satpol PP [Compatibilty Mode] - Microsoft Word (Product Activation Failed)

Xtz 35 315 e 7 s s 1w w o

PN IR AN TN RS IR TRRFTER]

(R TR TR TN TRARY. > THRr:]

STRUKTUR ORGANISASI SATPOL PP KAB. BLITAR
{SesuaiPeraturan Bupati Kab. Blitar No 66 Tahun 2016)

KEPALA SATUAN
|_RUSTIN TRISETYO BUDLS.H. |

SEKRETARIS

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
Pranata Komputer

DODOT DARUDONO, SSTP., MAP.

T Nonk L [ ‘
'SUBBAG SUNGRAM {"SUBBAG KEUANGAN ‘SUBBAG UNUM &
FUANNI SE, MM. ARGO SANTOSO, S.Sos. KEPEGAWAIAN
SBIPENLST.MM
¥ 1 MIRFANH,SSos 1. AGUNGSINDU SSos.
i X
7w oo
{BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG.! BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN BIDANG BIDANG
UNDANGAN DAERAH | | _KETENTRAWAN MASYARAKAT SUMBER DAYA APARATUR PERLINDUNGAN MASYARAKAT
SUVANTO, SH. FRAZAO CASTELO, SE. EDY WIYONO, § 505, M. RUSLANS 505, WM.
SEKSI PENYIDIRAN DAN SERST GPERAST SEKSI PELATIAN S
PENYELIDIKAN L UNTUNG SUWTOSP SULANLSEMM SAT PERLINDUNGAN MASYARAKAT
HANGGA PUJA,SS05 T ANTONPASARELA . ARWIS, ST
T 7 Sawo
I Esmumas 2 oo L inormT
Skl RSP ENGARARAN A SEKSI PEMBINAAN DAN Sevsi
DOKUMENTASI KUMLUA ey PENGEMBANGAN PROFES! BINA DAN KERJA SAWA POTENS!
i ARIEF SETYO H, S Hut. AGUS YUSANTOS.Sos BAMBANG SUPRAPTO, §.505. MASYARAKAT
1._BENNYPRIMAIRVANDA. [ —— WINARYOTO,5Pd
St
| Pt
[ — -
SEKSI PTTDAN PPS i SEKSI SARANA DAN PRASARANA
NUGROHO WIDODO, §.Sos. 5 SuemRn 18 SUPRADI DWI PRASETYO H, S.50s. SEKSI PENANGGULANGAN DAN
; o i IESTIoAS KEOAKARAN
jaeady -
7 som suamsoio e fiviey TEDY PRASOI0S 505
S MIKSWATN : e R A
[ .

‘SEKSI PENGENDALIAN
AGUNG NUGROHO SUTANAT, §,Sos., ML

UPT DAMKAR

ANDIPUTRAS

Page:10f 1 | Words:0 | B _Engiish (U5

H £ Type here to search

@ 27°C Ceah A

100%

NG

0821
13/01/2022

®)|« o[n]«




image4.jpeg




image5.jpeg




